
BAB I

PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RPJM-Desa
Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah  Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam  Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa. Oleh karena itu, desa diharuskan memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
RPJM-Desa Sekardadi ini merupakan rencana strategis untuk mencapai tujuan dan cita-cita. RPJM-Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Goverment) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.
1.2 DASAR HUKUM.
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Sekardadi Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor : 33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 137), Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4575,

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Nomor 157 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negaran Repuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014, tentang Pedoman teknis peraturan di desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  2094);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  158);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  159);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolahan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  160);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2015, tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  6);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2016, tentang pengelolahan aset desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  53);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2016, tentang kewenangan desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  1037);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 45 Tahun 2016, tentang penetapan dan penegasan batas desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  1038);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016, tentang badan Permusyawaratan Desa desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  89);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

19. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2014 Seri E Nomor 22); 
20. Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pemabngunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2014 Seri E Nomor 24); 
21. Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2015 Seri E Nomor 43); 
22. Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2015 Seri E Nomor 50); 
23. Peraturan Daerah Nomor : 24 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban tahun 2016 Seri E Nomor 63); 
24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok; 

25. Peraturan Bupati Nomor : 29 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018 Seri D Nomor 1)
26. Peraturan Bupati Nomor : 75 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018 Seri E Nomor 62);
27. Peraturan Bupati Nomor : 82 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah  Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018 Seri E Nomor 71);
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 93 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban tahun 2018 Seri E Nomor 76);
1.3 PENGERTIAN

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah No 43 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Perda Kabupaten tuban Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahunan.

Terdapat tiga implikasi pokok yang harus diperhatikan dari perencanaan pembangunan daerah yang akan dirumuskan, yaitu:

1. Diperlukan suatu pemahaman yang realistik mengenai hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional atau pusat dimana daerah itu sendiri merupakan bagian dari suatu sub sistem yang terintegrasi atau merupakan bagian daripada sistem yang lebih luas, sehingga pemahaman ini akan dapat memperlihatkan keterkaitan secara mendasar diantara keduanya dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.

2. Perencanaan haruslah mampu menyelami potensi atau kemampuan yang dimiilki sehingga mampu memunculkan karakteristik daerah yang selama ini merupakan sektor ekonomi yang dapat diunggulkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah.

3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah diharapkan mampu berjalan sinergis dengan pola perencanaan ekonomi yang telah diterapkan sehingga perubahan yang mendasar bukan lagi syarat mutlak yang diperlukan akan tetapi proses perencanaan yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri melalui lembaga-lembaga sosial ekonomi yang ada akan dapat membawa pada suatu jenjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pambangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Dalam pelaksanaannya dipertegas dengan dikeluarkannya UU Desa No 6 Tahun 2014 Dan Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Adapun untuk penyusunan RPJM Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbang. Untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang terdapat beberapa pedoman tentang Musrenbang yang dapat digunakan sebagai rujukan, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah  Desa  adalah  kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan  fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,

24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara Langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa  pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

PROFIL  DESA 

2.1 Kondisi Desa
2.1.1. Sejarah Desa

 Desa Sekardadi merupakan desa yang berada di dataran rendah yang berada di kabupaten Tuban, tepatnya sebelah barat kota Tuban. Berdampingan dengan desa Jenggolo dan desa Jenu, yang sampai saat ini desa-desa tersebut berada dalam satu kecamatan yang sama yaitu kecamatan Jenu. Kehidupan kemasyarakatan penduduk Desa Sekardadi, meskipun bersandingan dengan penduduk desa lain baik berasal dari satu Kecamatan maupun diluar wilayah Kecamatan, tetap menjaga nilai-nilai, harkat dan martabat penduduk desa lain, serta saling hormat menghormati, bantu membantu serta menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan untuk saling bergantung dan membutuhkan dengan yang lain.

Setiap desa memiliki sejarah yang diwariskan secara turun temurun dan disampaikan secara lisan maupun tertulis, begitupun dengan sejarah desa Sekardadi. Dari berbagai sumber yang telah digali dan ditelusuri, asal usul desa Sekardadi memiliki legenda bahwa desa Sekardadi merupakan lahan hutan yang dipenuhi pohon kelapa. Di desa Sekardadi terdapat 5 titik kali atau disebut juga dengan sungai kecil yang disetiap titik kali ditumbuhi bunga (dalam bahasa Jawa disebut kembang/sekar) yaitu kembang “Golok”, kembang “Gede”, kembang “Cilik”, kembang “Ngoro” dan kembang “Wates”. Keseluruhan bunga yang ada di tiap titik sungai tersebut akhirnya dijadikan sebagai simbol perbatasan sungai dan sebagai sebutan dari sungai-sungai kecil tersebut. Sungai-sungai kecil ini teraliri air hanya pada musim penghujan saja, sedangkan pada musim kemarau tidak terdapat air. Hal ini menyebabkan pada musim kemarau lahan pertanian menjadi gersang dan terjadi paceklik. 
Derita kekeringan terjadi hampir setiap tahun hingga akhirnya didengar oleh Sunan Kalijogo. Beliau menancapkan tongkatnya dan menyeret mata air dari Sendang Srunggo menuju ke laut. Sunan kalijaga beristirahat di daerah tersebut yang kemudian dikenal dengan sebutan Bumi SOKO DEDES. Konon, dalam pembangunan masjid Demak, Sunan Kalijogo mengambil daun sagu (dalam bahasa jawa disebut tebasan) untuk atap Masjid Demak. 
Nama Sekardadi diambil dari sejarah bersatunya lintasan lima titik  perbatasan air sungai kecil yang di tandai dengan lima kembang, yaitu: Kembang Golok, Kembang Gede, Kembang Cilik, Kembang Ngoro, dan Kembang Wates yang menjadi satu sungai atau dalam bahasa jawa disebut “DADI”. Kembang dalam bahasa jawa disebut juga dengan “SEKAR”. Dari perpaduan kata tersebut, akhirnya terbentuklah kata “SEKARDADI”  yang sampai saat ini dijadikan nama desa. 
2.1.2. Sejarah Pemerintahan Desa Sekardadi
 Pada zaman dahulu sebelm tahun 1901 M, desa Sekardadi terdiri dari 3 (tiga) kelurahan, yaitu kelurahan Kandangan, Sekaning dan Kedinding yang kemudian dijadikan satu desa yakni desa Sekardadi. Kelurahan tersebut berganti fungsi menjadi dukuh/dusun.
Desa Sekardadi dipimpin oleh seorang kepala desa yang membawahi beberapa dusun.  Di desa Sekardadi terdapat 3 dusun yaitu:
1. Dusun Kandangan 
2. Dusun Sekaning
3. Dusun Kedinding
Tiap-tiap dusun di ketuai oleh Kepala Dusun yang biasa disebut dengan “Kamituwo” yang membawahi beberapa RT/RW dan dibantu oleh perangkat desa lainnya sebagai pelaksana teknis desa. Mereka menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai imbalan, mereka diberi tanah garapan yang biasa disebut “BENGKOK” dan mulai beberapa tahun terakhir semua perangkat mendapatkan Tunjangan insentif setiap bulannya dari Pemerintah daerah. 

Terdapat beberapa lembaga yang turut membantu pemerintahan desa Sekardadi, diantaranya adalah BPD, LPMD, PKK, LINMAS, KOPWAN dan Karang Taruna.
Dari masa berdirinya sampai dengan saat ini, desa Sekaradadi telah mengalami pergantian beberapa Kepala Desa, yang dapat kami jabarkan sebagai berikut:

· Tahun 1901 – 1932 dipimpin oleh KASIM

· Tahun 1932 – 1936 dipimpin oleh H. SAMHADI

· Tahun 1936 – 1971 dipimpin oleh KAMTARI

· Tahun 1971 – 1984 dipimpin oleh H. ASMUNI

· Tahun 1984 – 1991 dipimpin oleh DASIMIN (PJ)

· Tahun 1991 – 1999 dipimpin oleh DEWI HARTATIK

· Tahun 1999 – 2013 dipimpin oleh MUHAMMAD HALIM

· Tahun 2013 – 2019 dipimpin oleh WARNO

· Tahun 2019 – Sekarang dipimpin oleh AHMAD ZAQI
2.1.3  Demografi 

Desa Sekardadi secara topografi adalah berupa Dataran rendah dengan luas wilayah 253,8 Ha. Secara geografis Desa Sekardadi berbatasan dengan desa lain dalam satu Kecamatan dan dengan desa lain antar Kecamatan dalam satu Kabupaten. Secara administratif, desa  Sekardadi terletak di wilayah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dibatasi oleh desa desa tetangga diantaranya :
Sebelah Utara

: Desa Jenggolo
Sebelah Selatan
: Desa Sambonggede
Sebelah Barat

: Desa Jenggolo
Sebelah Timur

: Desa Jenu
Jarak tempuh Desa Sekardadi menuju kecamatan Jenu adalah 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 Menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 12 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 Menit. 
2.1.3.1 Sumber Daya Alam

Tabel 5.1 : Sumber Daya Alam
	No
	URAIAN SUMBER DAYA ALAM
	JUMLAH
	SATUAN

	1
	Lahan persawahan
	211,8
	Hektar (Ha) 

	1
	Lahan Tambak
	4,4
	Hektar (Ha) 

	2
	Sungai
	2000
	Meter (M)

	3
	Pemukiman
	28,6
	Hektar (Ha) 

	
	
	
	


2.1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kwalitas sumber daya manusia (SDM), yang merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu, pembangunan kwalitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Sekardadi cukup baik dibandingkan masa sebelumnya.

Tabel 5.2 : Sumber Daya Manusia
	No
	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
	JUMLAH
	SATUAN
	KET

	
	
	L
	P
	
	

	1
	Penduduk dan keluarga 
	
	
	
	

	
	a.Jumlah penduduk 
	858
	846
	Orang 
	

	
	b.Jumlah keluarga 
	 488
	
	Keluarga 
	

	2
	Sumber penghasilan utama penduduk
	
	
	Orang 
	

	
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan 
	162
	84
	Orang 
	

	
	b. Pertambangan dan penggalian
	-
	-
	
	

	
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)
	75
	26
	Orang 
	

	
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan
	24
	25
	Orang 
	

	
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi
	12
	-
	Orang 
	

	
	f. Jasa ( Tukang cukur, Salon, Tukang Batu, 

Dokter, Bidan, Guru, dst )
	6
	17
	Orang
	

	
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, wiraswasta, PNS, BUMN, dll)
	225
	106
	Orang
	

	3
	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan 
	
	
	
	

	
	a. Lulusan S-3 keatas 
	-
	-
	
	

	
	b. Lulusan S-2 keatas 
	2
	1
	Orang 
	

	
	c. Lulusan S-1 keatas 
	35
	33
	Orang 
	

	
	d. Lulusan SMA 
	147
	136
	Orang 
	

	
	e. Lulusan SMP 
	183
	168
	Orang 
	

	
	f. Lulusan SD 
	26
	150
	Orang 
	

	
	g. Tidak tamat SD/ tidak sekolah 
	23
	57
	Orang 
	

	4
	Data Kemiskinan 
	
	
	
	

	
	Jumlah KK Non Miskin 
	234
	
	Keluarga
	

	
	Jumlah KK Miskin 
	98
	
	Keluarga
	

	
	Jumlah KK H 
	120
	
	Keluarga
	

	5
	Cacat Mental dan Fisik 
	
	
	
	

	
	a. Cacat Fisik 
	
	
	
	

	
	    Tuna Rungu 
	2
	3
	Orang 
	

	
	    Tuna Wicara 
	4
	2
	Orang 
	

	T
	    Tuna Netra
	2
	
	Orang 
	

	
	    Lumpuh 
	
	1
	Orang 
	

	
	    Sumbing 
	
	
	
	

	
	    Invalid lainya 
	
	
	
	

	
	b. Cacat Mental 
	
	
	
	

	
	    Idiot 
	3
	6
	Orang 
	

	
	    Gila 
	-
	2
	Orang 
	

	
	    Stres 
	1
	3
	Orang 
	

	6
	Jumlah Tenaga Kerja Usia Produktif 
	136
	103
	Orang 
	


2.1.3.3 Sumber Daya Pembangunan
Tabel 5.3 : Sumber Daya Pembangunan
	No
	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN
	JUMLAH
	SATUAN

	1
	Aset Prasarana Umum
	
	

	
	a.Jalan
	
	

	
	b.Jembatan
	2
	Unit 

	
	
	
	

	2
	Aset Prasarana Pendidikan
	
	

	
	a.Gedung Paud
	2
	Unit 

	
	b.Gedung TK
	2
	Unit 

	
	c.Gedung SD
	1
	Unit 

	
	d.Gedung TPQ
	2
	Unit 

	
	
	
	

	3
	Aset Prasarana Kesehatan
	
	

	
	a.Posyandu
	1
	Unit 

	
	b.Polindes
	1
	Unit 

	
	c.MCK
	
	

	
	d.Sarana Air Bersih
	
	

	
	    1.Sumur gali
	37
	Buah 

	
	     2.Sumur Pompa
	
	

	
	     3.Mata Air
	
	

	
	     4.Hidran Umum   
	
	

	
	     5.PAH
	
	

	
	     6.Embung
	
	

	
	     7.Air bersih perpipaan
	400
	Unit 

	
	
	
	

	
	Aset Prasarana Ekonomi
	
	

	
	a.Pasar Desa
	
	

	
	b.Tempat Pelelangan ikan
	
	

	
	c.dll...........
	
	

	
	
	
	

	5
	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
	
	

	
	a.Jumlah Kelompok Usaha
	7
	Unit 

	
	b.Jumlah Kelompok usaha yang sehat
	7
	Unit 

	
	c.dll..........
	
	

	
	
	
	

	6.
	Aset berupa modal yang dimiliki Desa
	2
	Unit 

	
	a.Total aset produktif
	1
	Unit 

	
	b.Total pinjaman aset desa dimasyarakat
	1
	Unit 

	
	
	
	

	7
	Aset Irigasi
	
	

	
	a.Irigasi Primer
	2
	Kilometer (Km) 

	
	b.Irigasi Sekunder
	2
	Kilometer (Km) 

	
	c.Irigasi Tersier
	2
	Kilometer (Km) 

	
	d.Pintu pembagi
	3
	Buah 

	
	
	
	


2.1.3.4 Sumber Daya Sosial Budaya

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Sekardadi. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.
Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Sekardadi. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Sekardadi. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.
Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Sekardadi. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.
Tabel 5.4 : Sumber Daya Sosial Budaya
	NO
	URAIAN SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA
	VOLUME
	SATUAN
	KETERANGAN

	1
	Sedekah Bumi
	3
	Kali
	

	2
	Koleman 
	1
	Kali
	

	3
	Barikan
	1
	Kali
	

	4
	Kerja Bakti
	3
	Kali
	Sesuai dengan kebutuhan


2.1.4 Keadaan Sosial Desa
Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Sekardadi, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Sekardadi, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut  pulung –dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap. 

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan Desa Sekardadi pada tahun 2019. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 92%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Sekardadi seperti acara perayaan desa.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong. 

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Sekardadi mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Sekardadi mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Sekardadi kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

2.1.5 Keadaan Ekonomi Desa
Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sekardadi dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 741 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 44 orang, yang bekerja di sektor industri 87 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 106 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1008 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.
Tabel 5.5 : Keadaan Ekonomi
	No
	Mata Pencaharian 
	Jumlah
	Prosentase

	1
	Pertanian
	246
	24 %

	2
	Jasa/ Perdagangan

1. Jasa Pemerintahan

2. Jasa Perdagangan  

3. Jasa Angkutan

4. Jasa Ketrampilan

5. Jasa lainnya 
	32

49

12

23

331
	7 % 
3 %
1 %
2 %
33 %

	3
	Sektor Industri
	101
	10 %

	4
	Sektor lain
	199
	19 %

	Jumlah
	993
	100 %


Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Sekardadi masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 95 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 239.orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Sekardadi.
2.2 KONDISI PEMERINTAHAN DESA
2.2.1 PEMBAGIAN WILAYAH DESA
Wilayah Desa Sekardadi terdiri dari 3 Dusun yaitu : Dusun Kandangan, Dusun Sekaning dan Dusun Kedinding yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kamituwo). Posisi Kadus menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Sekardadi, dari ketiga dusun tersebut terbagi menjadi dua (2) Rukun Warga (RW) dan enam (6) Rukun Tetangga (RT).

2.2.2 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat SOTK Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Penjelasan ini telah dimuat dalam ketentuan umum Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disinggung struktur organisasi desa ini, namun masih bersifat umum. Dan memang secara khusus (teknis) telah ditindaklanjuti/dijabarkan dalam Permendagri 84 thn 2015. 
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Menurut Permendagri terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Permendagri 84/2015).
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Adapun susunan/struktur organisasi perangkat desa terdiri dari 3 (tiga) unsur :
1. Unsur Sekretariat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan/Kaur)

2. Unsur Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun atau sebutan lain)

3. Unsur Pelaksana Teknis (Kepala Seksi/Kasi)
Ketiga unsur Perangkat Desa dalam SOTK di desa dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat desa. Unsur-unsur staf sekretariat desa terdiri beberapa urusan. Sesuai ketentuan Permendagri No. 84 Tahun 2015 tersebut telah diatur paling banyak 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan sesuai klasifikasi perkembangan desa masing-masing.
Jika suatu Desa termasuk kategori 3 (tiga) urusan, maka pembagian struktur urusan sekretariat desa meliputi :

a. urusan tata usaha dan umum
b. urusan keuangan, dan
c. urusan perencanaan.

Jika suatu Desa termasuk kategori 2 (dua) urusan, maka pembagian struktur urusannya yaitu :

a. urusan umum dan perencanaan, dan 
b. urusan keuangan.

2. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana Kewilayahan adalah tidak lain Kepala Dusun (Kadus) atau dengan sebutan lainnya yang termasuk unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan di desa. 

Idealnya, jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Secara umum, tugas melingkupi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

3. Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang dijabat oleh Kepala Seksi atau biasa disebut Kasi.  

Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yakni :

a. seksi pemerintahan, 
b. seksi kesejahteraan dan 
c. seksi pelayanan.

Atau paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu :

a. seksi pemerintahan, 
b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Sama dengan urusan dalam sekretariat desa, untuk masing-masing seksi juga dipimpin oleh Kepala Seksi atau biasa disingkat Kasi.
Bagan 6.1
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Desa Sekardadi









Tabel 5.6 : Nama Pejabat Pemerintah
	No
	Nama
	Jabatan

	1
	AHMAD ZAQI
	Kepala Desa

	2
	BAMBANG GUNANTO
	Sekretaris Desa

	3
	NGASMI
	Kaur Umum dan Tata Usaha 

	4
	SITI AMINAH
	Kaur Keuangan

	5
	KASMARI
	Kaur Perencanaan

	6
	DEWI FATIMAH
	Kasi Pemerintahan

	7
	SAIFUL ROZI
	Kasi Kesejahteraan

	8
	CHALIMATU SA’DIJAH
	Kasi Pelayanan

	9
	LILIK EKOWATI
	Kadus Kandangan

	10
	ROSIYATIN
	Kadus Sekaning

	11
	MOH. TARKHIM
	Kadus Kedinding


Tabel 5.7 : Nama BPD
	No
	Nama
	Jabatan

	1
	BAMBANG SURYADI
	Ketua

	2
	WARDI
	Wakil Ketua

	3
	SOFIANIDA
	Sekretaris

	4
	YUDA NURBAYA
	Anggota

	5
	RISMAYA NIKMATUL HILDA SASKIA PUTRI
	Anggota


Tabel 5.8 : Nama LPMD
	No
	Nama
	Jabatan

	1
	ABD. BASITH HAFASH
	Ketua

	2
	M. ZAENUY YAHYA
	Sekretaris

	3
	RODHIANIK
	Bendahara


Tabel 5.9 : Nama Karangtaruna
	No
	Nama
	Jabatan

	1
	ZUNI MAHENDRA
	Ketua

	2
	MOH. ALFIN MUBAROK
	Wakil Ketua

	3
	SOFIANIDA
	Sekretaris

	4
	MOH. ASHFAL FIKRI
	Bendahara

	5
	AR. BYANFIKAS MUSITA
	Anggota

	6
	ERICA PRASETYANING P.
	Anggota

	7
	NANANG MA’RUF
	Anggota

	8
	MOHAMAD AMIN NUROCHIM
	Anggota

	9
	RISMAYA
	Anggota

	10
	ASHFIYATUL AMALIYAH
	Anggota


Tabel 5.10 : Nama PKK
	No
	Nama
	Jabatan

	1
	SITI ZULIANAH
	Ketua

	2
	RANIATI
	Wakil Ketua

	3
	NGASMI
	Sekretaris

	4
	LILIK EKOWATI
	Bendahara

	5
	ROSIYATIN
	Anggota

	6
	DEWI FATIMAH
	Anggota

	7
	CHALIMATU SA’DIJAH
	Anggota

	8
	SITI AMINAH
	Anggota

	9
	TARSIYEM
	Anggota

	10
	SRI HARIMURTI
	Anggota

	11
	ULFATU ROHMAH
	Anggota

	12
	ISTIANAH
	Anggota

	13
	SOFIATUN
	Anggota

	14
	SITI MU’ALLIMAH
	Anggota

	15
	SUSANTI DHINI ANGGRAINI
	Anggota

	16
	WIWIK SUSANA WATI
	Anggota


Secara umum pelayanan pemerintahan Desa Sekardadi kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. 
2.3 DINAMIKA KONFLIK KELEMBAGAAN BERDASAR SOTK 

Pada tatanan pemerintahan Desa Sekardadi secara kelembagaan berjalan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, akan tetapi terkadang masih terjadi adanya kekurang maksimalan dalam pelaksanaannya sehinga menyebabkan kecemburuan antar pribadi Pemerintahan Desa.
Untuk mengatasi dinamika konflik tersebut, para jajaran yang ada di pemerintahan desa Sekardadi saling membantu dalam berbagai tugas dan masalah yang ada. Keterbatasan ketrampilan dalam bidang informatika menjadi salah satu kendala terbesar. Untuk itulah pelatihan dan bimbingan teknis perlu diadakan sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kinerja perangkat desa guna memeberikan pelayanan yang terbaik kepada warga.
2.4 MASALAH DAN POTENSI

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM-Desa Sekardadi yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.
Tabel 5.11 : Masalah dan Potensi Kelembagaan
	NO
	LEMBAGA
	MASALAH
	POTENSI

	11
	PEMDES
	· Insentif dan Tunjangan  Kepala Desa dan perangkat masih rendah
· Biaya operasional pemerintahan Desa masih sangat rendah
· Perlengkapan dan peralatan yang dimiliki pemerintah Desa masih sangat kurang
· Sarana dan Prasarana Kepala Desa dan Perangkat masih banyak yang belum ada
· Pengetahuan dan pengalaman Aparatur Desa terkait masalah informatika dan administrasi yang masih kurang
	· Lembaga
· Pengurus lengkap

	
	BPD
	· BPD belum memiliki ruang sekretariat
· Biaya Operasional BPD masih rendah
· BPD belum bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan TUPOKSI masing masing
	· Lembaga
· Pengurus lengkap
· Tenaga Potensial

	
	LKMD
	· LKMD belum memiliki ruang sekretariat
· Biaya Operasional LKMD masih rendah
· LKMD belum bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan TUPOKSI masing masing
	· Lembaga
· Pengurus lengkap

	
	RT
	· Insentif RT masih sangat Kurang
	· Lembaga
· Pengurus lengkap

	
	POSYANDU
	· Bangunan tempat Posyandu kurang luas
· Insentif kader Posyandu masih sangat minim
· Sarana prasarana pendukung kegiatan posyandu masih kurang
· PMT sebagai perangsang untuk kegiatan Posyandu sangat minim
	· Lembaga
· Pengurus lengkap

· Tenaga Potensial

	
	PKK
	· PKK belum memiliki ruangan Sekretariat
· Biaya Operasional PKK masih sangat Kurang
· Kegiatan pemberdayaan masih sangat kurang
	· Lembaga
· Pengurus lengkap



	
	KARANG TARUNA
	· Karang Taruna belum memiliki ruangan sekretariat
· Biaya Operasional untuk kegiatan karang taruna masih sangat kurang
· Kegiatan pelatihan masih belum ada
· Sarana dan Prasarana masih kurang
	· Lembaga
· Pengurus lengkap

· Tenaga Potensial

	
	KELOMPOK TANI
	· Koordinasi antara kelompok tani dengan PEMDES masih kurang
· Jadwal rutin pertemuan di lembaga pemerintahan belum ada
	· Lembaga
· Pengurus lengkap

	
	BUMDES
	· BUMDES belum memiliki ruangan sekretariat
· Kegiatan BUMDes masih kurang
· Modal BUMDES yang masih sangat minim
	· Lembaga
· Pengurus lengkap

· Tenaga Potensial

	
	
	
	· 


BAB III

POTENSI DAN MASALAH
3.1 Kajian Desa
3.1.1.  Potensi
Desa Sekardadi memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya Pembangunan, Sumber daya sosial budaya dan sumber daya manusia. potensi sumber daya yang ada sudah selayaknya menjadi dasar menuju desa yg maju dan mandiri.
3.1.1.1 Sumber Daya Alam 
i. Lahan pertanian (sawah) seluas 211,8 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal

ii. Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik dan biogas
iii. Adanya hasil panen padi dan jagung, dan lainnya yang cukup melimpah dari hasil pengelolaan ladang bersama masyarakat 
iv. Adanya tanaman eceng gondok yang melimpah di sepanjang sungai dan sawah yang tidak difungsikan
3.1.1.2 Sumber Daya Pembangunan

i. Pembangunan jalan sebagai media transportasi penduduk dan trasportasi ekonomi

ii. Pembangunan Sarana Olahraga Guna menuju desa sehat jasmani

iii. Pembangunan posyandu/polindes/poskesdes guna menekan angka kematian pada ibu melahirkan dan meminimalir STUNTING 
iv. Pembangunan Gedung Kelompok bermain guna meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini
v. Pembagunan Balai desa guna menampung aspirasi warga melalui musyawarah
vi. Pembangunan drainase dan tembok penahan tanah guna mencegah banjir
3.1.1.3 Sumber Daya Sosial Budaya

Terlaksananya kegiatan adat istiadat yang masi terjaga yg diwarisi dari para leluhur. Hal ini terbukti dengan masi berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal :

i. Sedekah Bumi

ii. Kesenian yang ada didesa

iii. Prosesi pernikahan sesuai adat Desa

iv. Gotong Royong/ Gugur gunung

v. Tayub
vi. Haul Sunan Kalijogo
vii. Tahlil Kubro
viii. Dll

3.1.1.4 Sumber Daya Manusia
i. Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.

ii. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.

iii. Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan

iv. Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa.

v. Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.

vi. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.

vii. Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat. 

viii. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.

ix. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun

x. Adanya penduduk yang punya ketrampilan dalam pembuatan meubeler kayu.
3.1.2 Masalah

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Sekardadi yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.
Rincian permasalahan yang terjadi di desa Sekardadi dapat diklasifikasikan menjadi 5 Aspek permasalahan, diantaranya :

a. Sumber daya Alam
b. Sumber Daya Pembangunan
c. Politik, Sosial, dan Budaya
d. Sumber daya Manusia
e. Ekonomi dan Usaha Masyarakat
    Dari 5 aspek permasalahan tersebut warga desa merumuskan harapan-harapan untuk 6 tahun ke depan yang diperjelas dengan program riil yang betul-betul mengacu pada titik permasalahan yang ada di lapangan.

3.2  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

3.2.1 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah:

a. Merumuskan rencana pembangunan Desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;

b. Sebagai perwujudan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan selama menjabat;
c. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan Desa:

d. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran; dan

e. Meningkatkan peran serta masyarakat di Desa dalam proses pembangunan.
3.2.2 Prinsip Penyusunan RPJM Desa

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip:

a. Lengkap artinya RPJM Desa mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan Desa;

b. Cermat artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti, objektif dan dapat dipercaya;

c. Sistematis artinya RPJM Desa disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susun yang runut;
d. Partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan;
e. Keterbukaan artinya memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan RPJM Desa.

3.2.3 Kaidah Penyusunan RPJM Desa

3.2.3.1 RPJM Desa sebagai Proses Pemikiran Strategis

RPJM Desa pada hakikatnya adalah dokumen yang menterjemahkan proses pemikiran strategis menjadi kerangka perencanaan pembangunan Desa. Dengan demikian, mutu rencana pembangunan Desa ditentukan sejauh mana dokumen tersebut dapat menampilkan rumusan pemikiran strategis. Pemikiran strategis dimaksud berkenaan dengan arah dan tujuan pembangunan Desa, target pencapaian selama periode perencanaan serta cara dan langkah-langkah mencapai tujuan. Melalui proses pemikiran strategis tersebut diharapkan:

a. Tujuan dan sasaran pembangunan Desa yang:

· Konsisten dengan visi dan misi Kepala Desa terpilih.
· Sesuai dengan kaidah penyusunan rencana (Spesifik, Terukur, Dapat diterima, Realistis dan Jelas kerangka waktunya)

· Sesuai dengan kemampuan Desa untuk melaksanakannya.

b. Arah pembangunan Desa yang dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat

c. Kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara terarah dan efisien

d. Kebijakan untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumberdaya yang tersedia

e. Cara dan langkah yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan

3.2.3.2 RPJM Desa sebagai Proses Berkelanjutan

RPJM Desa sebagai dokumen perencanaan akan berhasil apabila dilaksanakan dan diperlakukan sebagai proses yang berkelanjutan. Dengan demikian, penyusunan maupun pelaksanaan RPJM Desa harus:

a. Berorientasi pada pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa

b. Dimasyarakatkan dan dikonsultasikan secara berkelanjutan

c. Dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi

d. Dilakukan evaluasi secara berkelanjutan

3.2.3.3 RPJM Desa sebagai Rangkaian Kegiatan yang Sistematis

Penyusunan RPJM Desa pada dasarnya adalah proses kegiatan sesuatu tahapan secara sistematis. Tahapan dimaksud adalah

a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah;

c. Pengkajian keadaan Desa;

d. Pembahasan Rancangan Perencanaan Desa melalui musyawarah Desa; 

e. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
f. Persetujuan dan penetapan perencanaan Desa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa; dan

g. Penetapan RPJM Desa.

3.2.4 Tim Penyusun RPJM Desa

3.2.4.1. Jumlah anggota dan Unsur Tim Penyusun

Tim Penyusun paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari:

a. Kepala Desa selaku Pembina;
b. Sekretaris Desa selaku ketua; 

c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku sekretaris; dan

d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, LPMD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan unsur masyarakat lainnya.
Tim penyusun tersebut mengikutsertakan keterwakilan perempuan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3.2.4.2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun

Tim penyusun RPJM Desa bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;

b. pengkajian keadaan Desa;

c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan

d. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
3.2.4.3. Masa Tugas

Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun RPJM Desa oleh Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh Kepala Desa.
3.2.5 Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM Desa
3.2.5.1 Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kegiatan

Merupakan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah dan atau untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.

Informasi arah kebijakan pembangunan sekurang-kurangnya meliputi:

1. RPJM Daerah;
2. Rencana strategis OPD;
3. Rencana umum tata ruang wilayah Daerah; 
4. Rencana rinci tata ruang wilayah Daerah; dan

5. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.
B. Proses

Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara :

(1) Mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
(2) Pengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan dituangkan dalam format daftar rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.

(3) Daftar rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.
3.2.5.2 Pengkajian Keadaan Desa
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kegiatan

Pengkajian keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat Desa.

Pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelarasan Data Desa;
· pengambilan data dari dokumen data Desa.

· perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

Data Desa meliputi:

1) Sumber daya alam

2) Sumber daya manusia

3) Sumber daya pembangunan
4) Sumber daya sosial budaya yang ada di Desa

2. Penggalian Gagasan Masyarakat

i. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat:

· Potensi Desa, Permasalahan yang dihadapi, 

· Kebutuhan masyarakat
ii. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)
iii. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah:

1. Peta Sosial Desa

2. Kalender Musim 
3. Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan. 
4. Proses

· Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan (penggalian gagasan) di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.

· Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengelompokan dan penentuan peringkat masalah

· Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah 

· Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan Penentuan Peringkat / Prioritas Tindakan

· Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa disertai dengan Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa

5. Waktu Pelaksanaan

Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan Desa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Desa yang bersangkutan
iv. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
1) Proses

· Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan pelaksanaan pengkajian keadaan Desa
2) Hasil

· Data Desa yang sudah diselaraskan;
· Data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa;

· Data rencana program pembangunan kawasan perDesaan;

· Rekapitulasi usulan rencana kegiatan PemerintahDesa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

3.2.6 Penyusunan Rencana Pembangunan Pemerintah Desa melalui musyawarah Desa
3.2.5.3 Ruang Lingkup

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Agenda Musyawarah meliputi:

· Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

· Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan

· Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

3.2.5.4 Proses

Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3.2.5.5 Hasil

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa
3.2.7 Penyusunan Rancangan RPJM Desa

3.2.5.6 Rancangan RPJM Desa

Rancangan RPJM Desa dimaksud terdiri dari:
Naskah rancangan kebijakan pembangunan Desa dan Rencana kegiatan pembangunan Desa.

3.2.5.7 Sistematika

Naskah rancangan kebijakan pembangunan Desa disusun sesuai sistematika
3.2.5.8 Perumusan Rencana Kegiatan pembangunan Desa

a. Rencana kegiatan dimaksud disusun sesuai tabel rencana berdasarkan “bidang”

b. Bidang yang dimaksud dipilah menjadi rencana kegiatan yang meliputi (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan (5) Bidang Tak Terduga.
c. Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.

d. Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus, terukur, dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya
3.2.5.9 Rapat Penyusunan

a. Penyusunan Rancangan RPJM Desa dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun

b. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain, seorang Wakil Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris.

c. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah ketua Rapat Tim Penyusun.

d. Setiap rapat dimaksud membahas agenda yang telah ditetapkan secara jelas.

e. Agenda dan  tata cara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Awal Tim Penyusun.
f. Rapat Tim Penyusun dilakukan beberapa kali sampai tersusunRancangan RPJM Desa yang lengkap dan layak.

g. Rapat dimaksud dipilah menjadi:

(1) Rapat Komisi, dan

(2) Rapat Pleno

h. Rapat Komisi

· Rapat Komisi dimaksud membahas dan menyusun rencana kegiatan pembangunan Desa
· Pembentukan Komisi dimaksud memperhatikan "Bidang” dan disesuaikan dengan jumlah anggota Tim dan kebutuhan.
· Rapat Komisi dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi

· Pimpinan Rapat dimaksud terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris

· Pimpinan Rapat dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.
i. Rapat Pleno

· Rapat Pleno dimaksud membahas dan merumuskan Naskah Kebijakan Pembangunan Desadan membahas hasil Rapat Komisi.

· Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun
3.2.5.10 Waktu Penyusunan

Penyusunan Rancangan dimaksud dilakukan setelah Pengkajian Keadaan Desa sampai dengan sebelum pelaksanaan Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM Desa.

3.2.5.11 Hasil

a. Kegiatan penyusunan menghasilkan Dokumen Rancangan (Awal) RPJM Desa

b. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa

3.2.8 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
3.2.5.12 Forum Pembahasan

a. Rancangan (Awal) RPJM Desa dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa.

b. Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang Desa yang diselenggarakan khusus, 1 (satu) kali dalam 6 (enam) tahun, untuk membahas rancangan (Awal) RPJM Desa.

3.2.5.13 Peserta

Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Desa dimaksud adalah :

· Tim Penyusun

· Pemerintah Desa, 

· BPD, dan 

· unsur masyarakat.

3.2.5.14 Proses Pembahasan

Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut:

a. Pembukaan dan pengarahan oleh Camat

b. Pemaparan proses penyusunan Rancangan RPJM Desa oleh Kepala Desa

c. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RPJM Desa oleh Tim Penyusun

d. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Desa

e. Tanggapan balik Kepala Desa / Tim Penyusun

f. Pembahasan oleh peserta :
· Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
· Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan

· Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi, yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang sekretaris

· Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis

g. Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang

h. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPJM Desa oleh Kepala Desa

i. Penutupan oleh Kepala Desa

3.2.5.15 Hasil

a. Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (Akhir) RPJM-Desa
b. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penyusunan Rancangan RPJM

3.2.9 Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

3.2.5.16 Penetapan RPJM Desa
a. Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa
b. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

c. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa

d. Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

3.2.5.17 Perubahan RPJM Desa

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau 

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau PemerintahKabupaten/Kota.

Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi desa sekardadi tahun 2020-2025 sebagai berikut:

 “MELAYANI MASYARAKAT DESA SEKARDADI MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, ADIL, RUKUN DAN SEJAHTERA”

Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa yang maju dalam bidang pertanian, peternakan dan perindustrian, sehingga dapat mengantarkan masyarakat desa sekardadi yang rukun dan makmur. Di samping itu, masyarakat bisa mengembangkan inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

4.1.2 Misi

Untuk meraih Visi Desa dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa sekardadi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang trasparan dan akuntable

2. Meningkatkan kinerja perangkat desa dan capaian hasil kerjanya secara maksimal terhadap pelayanan masyarakat

3. Mengedepankan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam setiap pengambilan keputusan

4. Mengedepankan kerukunan dan percapaian kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur

5. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

6. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.

7. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.

8. Menata Pemerintahan Desa sekardadi yang kompak dan  bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.

9. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.

10. Mencari dan menambah debet air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.

11. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama denga HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.

12. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.

13. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam Melestarikan Lingkungan Hidup

14. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).

15. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tabel 5.12 : Tujuan dan Sasaran
	No
	Tujuan
	Sasaran

	1.
	Terwujudnya  pemerintahan desa yang trasparan dan akuntable 
	Pemerintah Desa

	2.
	 Terwujudnya peningkatan kinerja perangkat desa dan capaian hasil kerjanya secara maksimal terhadap pelayanan masyarakat
	Pemerintah Desa

	3.
	terciptanya musyawarah mufakat dan gotong royong dalam setiap pengambilan keputusan
	Masyarakat Desa

	4.
	Terjalinnya kerukunan dan percapaian kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur
	Masyarakat Desa

	5
	Terwujudnya dan berkembangnya kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
	Masyarakat Desa

	6.
	Terwujudnya kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati
	Masyarakat Desa

	7.
	Terbangunnya dan meningkatnya hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik
	Kelompok Tani

	8.
	Terwujudnya Pemerintahan Desa Sekardadi yang kompak dan  bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat
	Pemerintahan Desa

	9.
	Terwujudnya pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius
	Pemerintahan Desa

	10.
	Tercukupinya kebutuhan air pertanian.
	Petani

	11.
	Bertumbuh kembangnya Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama denga HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
	Gabungan Kelompok Tani

	12.
	Bertumbuhkembangnya usaha kecil dan menengah.


	UMKM

	13.
	Terjalinnya kerjasama Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam Melestarikan Lingkungan Hidup
	LMDH

	14.
	Majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).
	Lembaga Pendidikan Formal Nonformal Didesa

	15.
	Terbangunnya usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
	Masyarakat Desa


4.2 Kebijakan Pembangunan

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan meliputi 5 bidang mendasar, yaitu :
Tabel 5.13 : Arah Kebijakan Pembangunan Desa
	No
	BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

	1
	2

	
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:

	
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 

(Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)

	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

	
	Penyediaan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD, PPKD, Staf Desa, Tukang Kebun, Modin, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)

	
	Penyediaan Tunjangan BPD

	
	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll)

	
	Insentif/Operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga

	
	Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa

	
	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

	
	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan

	
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**

	
	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

	
	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)

	
	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**

	
	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa

	
	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

	
	Dukungan Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Desa

	
	Pemetaan dan Analisis Tenaga Kerja Desa

	
	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

	
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)

	
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)

	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)

	
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)

	
	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

	
	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)

	
	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)

	
	Pengembangan Sistem Informasi Desa

	
	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**

	
	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)

	
	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa

	
	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Jabatan Perangkat Desa dan Staf Desa

	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa 

	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa

	
	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa**

	
	Dukungan Pelaksanaan Pembentukan Badan Kerjasama Desa (BKD)/Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)**

	
	Intensifikasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

	
	Penggabungan/Pemekaran Dusun

	
	Pelantikan Perangkat Desa/Kelembagaan Desa

	
	Penyelenggaraan Pelaporan/Pertanggungjawaban Kegiatan

	
	Sub Bidang Pertanahan

	
	Sertifikasi Tanah Kas Desa

	
	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)

	
	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

	
	Mediasi Konflik Pertanahan

	
	Penyuluhan Pertanahan

	
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

	
	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **

	
	Penggarapan Tanah Kas Desa

	
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

	
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:

	
	Sub Bidang Pendidikan

	
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

	
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

	
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa **

	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**

	
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)

	
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

	
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

	
	Penyelenggaraan Taman Belajar Keagamaan Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

	
	Sub Bidang Kesehatan

	
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

	
	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu (dapat berupa bantuan transport))

	
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

	
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

	
	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa

	
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

	
	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

	
	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **

	
	Pengadaan/Pengembangan/Pemeliharaan Mobil/Kapal Motor/Ambulance Desa**

	
	Pengadaan/Pemeliharaan Reagen Rapid Tes Kit untuk Menguji Sampel Makanan**

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaaan Sarana dan Prasarana Poskesdes/Posbindu/Balai Pengobatan/ Persalinan milik Desa**

	
	Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif 

	
	Promosi Hidup Sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkolosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa

	
	Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) melalui Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Penundaan Usia Perkawinan (PUP)/Perkawinan Dini

	
	Dukungan Pelaksanaan dan Pengembangan Kampung Keluarga Berencana

	
	Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)

	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

	
	Pemeliharaan Jalan Desa

	
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

	
	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

	
	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

	
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box / Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

	
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

	
	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa

	
	Pemeliharaan Embung Milik Desa

	
	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan

	
	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **

	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bendungan Berskala Kecil Milik Desa**

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid dan Musholla Milik Desa**

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Serbaguna Milik Desa**

	
	Pembangunan Saluran Irigasi/Pintu Air/DAM**

	
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah/Talud

	
	Pembangunan Tembok Penahan Jalan

	
	Sub Bidang Kawasan Permukiman

	
	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)

	
	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa

	
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)

	
	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)

	
	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)

	
	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll

	
	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)

	
	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)

	
	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **

	
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**

	
	Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk evakuasi Bencana Alam

	
	Pembangunan Tempat Pengungsian

	
	Pembersihan Lingkungan Perumahan Yang Terkena Bencana Alam

	
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lingkungan Perumahan yang terkena Bencana Alam

	
	Dukungan Pelaksanaan Gotong-Royong Fasilitas Umum Milik Desa

	
	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan/Angkutan Sampah**

	
	Pembangunan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Milik Desa**

	
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

	
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

	
	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

	
	Pembangunan/Rehabilitasi Pembuatan Terasering/Kolam Mata Air/Plengsengan Sungai Milik Desa**

	
	Dukungan Pelaksanaan Pelestarian Lingkungan Hidup (Misal : Pembibitan Pohon Langka/Reboisasi/Rehabilitasi Lahan Gambut Milik Desa)

	
	Dukungan Pelaksanaan Pembersihan Daerah Aliran Sungai Milik Desa

	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

	
	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa

	
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa  (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

	
	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

	
	Pengelolaan Website Desa

	
	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa (biodiesel, biogas dll,  **

	
	Sub Bidang Pariwisata

	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **

	
	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

	
	Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Usaha Kepariwisataan bagi Pengelola Pariwisata Skala Desa

	
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

	
	Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:

	
	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

	
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **

	
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)

	
	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll)  Skala Lokal Desa

	
	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

	
	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa

	
	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin

	
	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat

	
	Pembentukan dan Fasilitasi Kegiatan Tim Hukum Desa

	
	Pengembangan Kapasitas Paralegal Desa

	
	Pemantauan dan Pembinaan Tempat Usaha, Tempat Hiburan, dan Warung

	
	Fasilitasi dan Pendampingan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

	
	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian Masalah dan Konflik Antar Warga

	
	Penyelenggaraan Forum Mediasi Penyelesaian Masalah dan Konflik Antar Kelompok

	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

	
	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

	
	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten

	
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **

	
	Penyelenggaraan Pelatihan Kursus Seni dan Budaya

	
	Pelatihan Pembuatan Film Dokumenter

	
	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBK)

	
	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

	
	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

	
	Fasilitasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)

	
	Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)

	
	Penyelenggaraan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)

	
	Dukungan Penyelenggaraan sedekah bumi/sedekah laut/manganan Desa

	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

	
	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten

	
	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa

	
	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa

	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**

	
	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga

	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

	
	Pembinaan Lembaga Adat

	
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

	
	Pembinaan PKK

	
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

	
	Koordinasi/Konsolidasi/Sarasehan Antar Lembaga Kemasyarakatan Desa**

	
	Penguatan Kapasitas Hubungan Antar Lembaga Kemasyarakatan Desa

	
	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (misal : RT/RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPMD, KPMD, Linmas, Pokja Nangkis, dll)**

	
	Fasilitasi Kegiatan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)

	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat  mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:

	
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

	
	Pemeliharaan Kolam Perikanan Darat Milik Desa

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**

	
	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan, dst)

	
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat

	
	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan dan Pemeliharaan Perahu/Ketinting bagi Desa di Daerah Aliran Sungai**

	
	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Gudang Pendingin (Cold Storage)**

	
	Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian dan Perikanan Secara Terpadu


	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

	
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)

	
	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)

	
	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)

	
	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

	
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **

	
	Pembangunan Irigasi Tersier/Sederhana**

	
	Pengelolaan dan Pembukaan Lahan Pertanian

	
	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan (Kandang Ternak, Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan), Tambak Garam, Lumbung, dll) milik Desa**

	
	Pengelolaan Padang Gembala/Tegal Pangonan

	
	Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian (Pembibitan Tanaman Pangan, Tanaman Keras, Pengadaan Pupuk, dll)**

	
	Fasilitasi Kegiatan Kegotong-royongan Saluran Irigasi Pertanian

	
	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Tempat Penjemuran/Penggilingan Hasil Pertanian**

	
	Pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui

	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

	
	Peningkatan kapasitas kepala Desa 

	
	Peningkatan kapasitas perangkat Desa

	
	Peningkatan kapasitas BPD

	
	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

	
	Dukungan Pelaksanaan Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

	
	Peningkatan Kapasitas Kader/Kelompok Masyarakat Desa

	
	Penyelenggraan Lomba Lingkungan Bersih, Hijau, dan Sehat Skala Desa

	
	Penyelenggaraan Perlombaan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa

	
	Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan serta Peningkatan Kompetensi SDM bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LKD dan Masyarakat

	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

	
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

	
	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak

	
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

	
	Pelatihan Ketrampilan Usaha bagi Keluarga Miskin atau Rawan Sosial Ekonomi

	
	Rehabilitasi Sosial dan Pendidikan Ketrampilan bagi Penyandang Cacat

	
	Pengadaan Sembako bagi Keluarga Miskin untuk Pengentasan Kemiskinan

	
	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Panti Rehabilitas Penyandang Disabilitas**

	
	Pemantauan Pertumbuhan dan Penyediaan Makanan Sehat Untuk Peningkatan Gizi Bagi Balita dan Anak Sekolah

	
	Sosialisasi/Penyuluhan Pemantauan Pertumbuhan dan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi bagi Balita dan Anak Sekolah

	
	Sosialisasi/Penyuluhan dan Promosi Hak-Hak Anak, Ketrampilan Pengasuhan Anak dan Perlindungan Anak

	
	Sosialisasi/Penyuluhan Perawatan Kesehatan dan/atau Pendampingan untuk Ibu Hamil, Nifas dan Menyusui

	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

	
	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM

	
	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi

	
	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian

	
	Sosialisasi dan Dukungan Pelaksanaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian

	
	Pemanfaatan Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes)

	
	Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil milik Desa 

	
	Pengembangan Hasil Produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi

	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

	
	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)

	
	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)

	
	Pendirian BUM Desa Bersama

	
	Penyediaan Informasi Harga/Pasar

	
	Pameran Hasil Usaha BUM Desa, Usaha Ekonomi Masyarakat dan/atau Koperasi

	
	Kerjasama Perdagangan Antar Desa

	
	Kerjasama Perdagangan dengan Pihak Ketiga

	
	Penyelenggaraan Promosi dan Pameran Produk Unggulan Desa

	
	Fasilitasi Perolehan Sertifikat bagi Produk Unggulan Desa

	
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

	
	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa

	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **

	
	Pengembangan Industri kecil level Desa

	
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif  (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **

	
	Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Menejemen bagi Pengurus/ Pengelola Pasar Desa

	
	Pelatihan Kerja dan Ketrampilan Bagi Masyarakat Desa

	
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

	
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:

	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana

	
	Penanggulangan Bencana 

	
	Sub Bidang Keadaan Darurat

	
	Keadaan Darurat

	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak

	
	Keadaan Mendesak


4.2.2 Program Indikatif / Recana Kerja Pembangunan Desa

Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan pembangunan desa sekardadi berisi uraian tentang strategi pembangunan jangka menengah yang bersifat holistik dan terintegrasi di semua bidang, dengan tetap berupaya mensinkronisasikannya dengan kebijakan daerah dalam RPJMD baik secara makro-mikro dan strategis. Di samping itu proses penyaringan kegiatan pembangunan yang terpilih didasarkan pada kemampuan dan kompetensi desa dengan tetap mengedepankan nilai-nilai partisipatif, transparan dan dapat dipertanggunggjawabkan. Dengan demikian keberadannya merupakan kebutuhan dan gambaran nyata pembangunan Desa sekardadi. Berikut ini adalah matrik Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan pembangunan Desa sekardadi selama enam tahun (2020 – 2025) sebagaimana terlampir.

4.2.3 Strategi Pencapaian
Kegiatan prioritas  yang di rencanakan setiap tahun menjadi fokus pelaksanaan pembangunan di Desa sekardadi tahun anggaran yang ada melalui 5 bidang  dan memanfaatkan beberapa sumber pendanaan baik  pemerintahan pusat, daerah maupun desa, seperti  APBN, APBD, APBDesa, SKPD, SWADAYA, KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA yang Tidak Mengikat. 

Target capaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada. Namun pelaksanaan kegiatan juga akan disesuaikan dengan perolehan anggaran yang mampu diakses oleh desa. Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan yang besar, seperti sarana prasarana dasar dan lain-lain, maka pembiayaannya diupayakan dari APBN, APBD Tingkat I dan II, APBDesa dan SKPD ditambah kesediaan swadaya masyarakat. Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari swadaya, kas desa, ADD dan kerjasama dengan swasta.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan adalah Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh PPKD sesuai dengan bidangnya, kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh HIPPA dan kegiatan ekonomi dan simpan pinjam dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian target akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi

2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)

3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak

4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD

2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing - masing lembaga yang bertanggungjawab, dimana pelaksanaanya mengacu kepada aturan masing-masing program/kegiatan tersebut.

3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pembangunan Desa sekardadi dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJM-Desa ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 ( enam ) tahun dimulai bulan Januari tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember 2025, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa sekardadi, arah kebijakan keuangan desa sekardadi, kebijakan umum dan program, dan program organisaasi pemerintah daerah (OPD), lintas OPD, dan program prioritas kewilayahan desa. 
Dokumen RPJM-Desa merupakan rujukan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan pendanaan yang dimutakhirkan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

RPJM-Desa ekardadi sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun diharapakan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa sekardadi, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM-Desa sekardadi dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Des). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM-Desa Sekardadi tahun 2020 – 2025 dengan penuh tanggung jawab.

2. Forum Musrenbang Kecamatan menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat kecamatan dengan mengacu pada RPJM-Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa.
3. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten yang ada wajib untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dokumen RPJM-Desa.
5.2 Saran

Guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM-Desa sekardadi tahun 2020 - 2025 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa. 
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